BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi
pidana terhadap pelanggar wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kota Gorontalo
belum berjalan maksimal karena tidak ada kepatuhan wajib pajak terhadap aturan
pajak Bumi dan Bangunan. Artinya berdasarkan itu adapun yang dimaksud
dengan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan yang melawan hukum yang
dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada
orang lain hal itu dijelaskan pada perda Undang-Undang nomor 9 Tahun 2011
pasal 33 poin 1. Adapun yang di jelaskan lagi di dalam Perda Kota Gorontalo
Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan pasal 1 poin 8
menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya yang terutang oleh pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun yang menjadi kendala-kendala dalam penerarapan sanksi pidana
bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo.

1. Kurangnya kesadaran dimana wajib pajak tersebut masih ada yang
melalaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut
2. Masih kurangnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam pajak

Bumi dan Bangunan
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3. Wajib pajak yang tidak patuh atau kurang pembinaaan untuk
membayar pajak Bumi dan Bangunan
1.1  Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat merumuskan sebagai

saran sebagi berikut :

1. Perlu disosialisasikan sikap sadar wajib pajak di masyarakat.
Sosialisasi ini hendaknya dilaksanakan secara merata disetiap
daerah agar menumbuhkan kesadarab wajib pajak.

2. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan pembangunan yang
infrastruktur yang perlu di upayakan dan ditingkatkan kualitas dan
kuantitasnya dengan demikian masyarakat terhadap penerapan pajak
khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pembangunan dan
pembiayaan negara.

3. Perlu terus dilaksanakan upaya preventif dan ketegasan dalam
upayarefresif penerapan sanksi pelanggaran di bidang Pajak Bumi

dan Bangunan.
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